
 
 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  35                                 TAHUN 2021 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR     35     TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang :  a.   bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan 

kembali; 

 b.   bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan 

kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa Rumah Sakit 

Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang 

memberikan layanan secara profesional pada Dinas Kesehatan yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah; 

 c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali,  Nusa  Tenggara  Barat  dan        

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649);  

 



 
 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor  5 Tahun  2014 tentang Aparatur  Sipil  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  6, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6402); 

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 1045/Menkes/Per/ XI/2006 

tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan 

Departemen Kesehatan; 

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 

Nomor 13); 

 



 
 

11. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Angka 7 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi        

Nusa Tenggara Barat.  

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. 

7. Dihapus. 

8. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan, dan gawat darurat. 

9. Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi yang bersifat 

khusus pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang 

memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi 

dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 

bidang kepegawaian. 

10. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang selanjutnya disingkat RSUD Provinsi NTB adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi         

Nusa Tenggara Barat. 

 



 
 

11. Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi                   

Nusa Tenggara Barat adalah Direktur. 

12. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan 

dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh 

waktu di unit pelayanan rumah sakit. 

13. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah 

suatu kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam 

jabatan fungsional. 

14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai 

dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok yang 

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 

yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan 

keahliannya. 

16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 

teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya.  

17. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut 

Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit. 

18. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) adalah perangkat RSUD 

Provinsi NTB yang bertugas melakukan pemeriksaan audit 

kinerja dan pengendalian kinerja internal di rumah sakit dalam 

rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial 

sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan 

bisnis yang sehat. 

19. Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentuk 

dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah 

sakit untuk tujuan dan tugas tertentu. 

20. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang 

menyediakan fasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan 

pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit. 

2. Ketentuan Pasal 2  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) RSUD Provinsi NTB merupakan unit organisasi bersifat khusus 

pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

(2) RSUD Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional. 

(3) RSUD Provinsi NTB dipimpin oleh Direktur. 



 
 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

  Ditetapkan di Mataram 

  pada tanggal 24 Agustus 2021 

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                             ttd 

 

              H. ZULKIEFLIMANSYAH 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 25 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                           ttd 

  

              H. LALU GITA ARIADI  

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 35 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

 

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

 NIP. 19651231 199303 1 135  

 

 

 

 


